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ABSTRAK 
 
Andi Sugandhy A.F, Tinjauan yuridis terhadap kelalaian yang 
mengakibatkan luka berat pada kecelakaan lalu lintas, Dibimbing oleh 
Muhadar selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkankan 
luka berat dalam putusan dan Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan 
hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sunguminasa. Penulis 
memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan narasumber, dan 
mengambil data langsung dari Panitera muda hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, (1) 
penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kelalaian yang 
mengakibatkan orang lain mengalami luka berat pada putusan 
342/Pid.sus/2015/PN.SGM dikenakan pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sehingga terdakwa dijatuhi 
pidana penjara 9 (sembilan) bulan. (2) dalam putusan perkara no. 
342/Pid.Sus/2015/PN.SGM berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, 
pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, 
serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. 
Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan 
berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk 
menjalankan ketertiban hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara 
hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 
NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah 
negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa 
Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban 
pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang 
termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: 
“Melindungi segenap bangsa Indonesia sdan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. 
Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan 
yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program 
jangka pendek, menengah, dan panjang. 
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Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan 
disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi 
untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat 
Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki 
kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering 
kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. 
Kemacetan merupakan salah satu dampak negative dari semakin 
majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor 
yang pada gilirannya meyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas 
jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan 
jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin 
tidak nyaman. 
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya 
mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban 
psikologis, sehingga dapat menyebabkan strees berkepanjangan dan 
pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun Kelalaian dalam 
melakasanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu 
saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. 
Kenyataan yang sering ditemui sehari -hari adalah masih banyak 
pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan 
umum. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan 
dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang 
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terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa 
berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. 
Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU No. 22 Tahun 
2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja 
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 
Menurut jenisnya kecelakan lalu lintas digolongkan atas beberapa 
penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni : 
1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan 
yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang. 
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat. 
 
Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan 
lalulintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan 
atau Kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. 
Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik 
korban mederita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak 
jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan 
kecerobohan pengguna jalan, (Wirjono Prodjodikoro, 1967:112) 
menyatakan : 
Kesalahan pengemudi bermotor sering dapat disimpulkan dengan 
mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan 
tanda akan membelok, atau mengendarai motor tidak di jalur kiri, 
atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada 
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kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri , atau menjalankan 
motor terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan 
dalam rambu-rambu dijalan yang bersangkutan. 
 
Pernyataan tersebut diatas, adanya kecelakaan merupakan faktor 
kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa 
hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. 
Masalah-masalah Kelalaian dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada ketentuan Pasal 
310 yaitu : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
(2) penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana 
dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
(5) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
yang mengkibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
 
Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan 
bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya 
dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi 
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kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang.Kondisi 
ketidksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan 
yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya 
lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, 
melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. 
Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di 
atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh 
faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat 
jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-
30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. (Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat Dept. Perhubungan, Dwiyoga dan 
Prabowo,2006 dan Robertus dan Sadar,2007).  
Salah Satu Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan 
luka berat bagi orang lain seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, 
khususnya di Jalan Umum Kp. Ciniayo Desa Panyangkalang Kecamatan 
Bajeng. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan 
kencangatau sekitar 40-50 km / jam dengan kondisi jalan sepi dimalam 
hari dan ban depan dan ban belakang sepeda motornya dalam keadaan 
gundul atau tidak layak pakai, dan terdakwa juga tidak menggunakan 
helm pengaman serta kedua kaca spionnya dalam keadaan tidak ada atau 
tidak terpasang saat mengemudikan / mengendarai sepeda motornya 
tersebutdengan terdakwa yang bernama KAISAR BIN ANWAR DG MILE. 
Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang mengemudikan sepeda 
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motornya kurang lebih sekitar 200 meter kearah barat, terdakwa yang 
mengendarai sepeda motornya kurang hati- hati atau lalai dengan tidak 
membunyikan klakson motornya maupun tanda isyarat lainnya, serta 
hanya menyalakan lampu kecilnya atau jarak dekatnya pada hal saat itu 
sudah gelap / sudah malam, dan terdakwa juga tidak dapat menghentikan 
atau mengendalikanlaju sepeda motornya yang kencang dan langsung 
menabrak atau menyerempet seorang pejalan kaki 
Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap 
tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian 
ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertatrik untuk mengkaji 
lebih jauh mengenai Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka 
berat dan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap 
Kelalaian yang Mengakibatkan Luka Berat(Studi Kasus Putusan No. 
342/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 
kelalaian lalu lintas yang mengakibatkankan luka berat 
dalam putusan ? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan pidana dalam putusan? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
kelalaian lalu lintas yang mengakibatkankan luka berat dalam 
putusan  
2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan pidana dalam putusan 
2. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai 
tindak pidana kelalaian yang mengakibatkab luka berat dalam 
berlalu lintas. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan 
refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan 
pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang ilmu hukum. 
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3) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu 
bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang tindak pidana 
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa 
Belanda, yaitu straafbaarfeit dan delict yang mempunyai makna sama. 
Delict diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari 
bahasa latin yaitu delicta atau delictum. Dalam kamus hukum pengertian 
delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang 
diancam dengan hukuman.  
Sedang straafbaar feit dalam bahasa Indonesia mempunyai 
beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana 
Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : 
perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana 
(Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryono 
Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah 
diHamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), 
pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke 
bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah 
Straafbaarfeit (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:15). 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari 
beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
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ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan 
(Adami Chazawi, 2010:69). 
Istilah strafbaar feit mempersoalkan mengenai suatu perbuatan 
atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu 
perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar 
kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang 
dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut.  
Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:71) menggunakan istilah 
perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai :“perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut.” Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu 
sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut 
sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum (Lamintang, 1990:174). 
R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau 
memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau 
menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu 
adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-
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undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman (Adami Chazawi, 2010:72). 
Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 231) mengemukakan alasannya 
yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena : 
1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana; 
2. Lebih singkat, efisien dan netral; 
3. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan 
badan hukum. 
Mengenai “delik” dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum masing-
masing memberi definisi sebagai berikut (Leden Marpaung, 2009:8) : 
1. Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum 
berdasarkan undang-undang. 
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap 
hak-hak orang lain. 
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian 
strafbaar feit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan 
oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang 
rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka 
seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila 
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tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. 
Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, 
bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, 
tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai 
asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan 
berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang 
hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang 
tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan 
undang-undang sebagai tindakan pidana. 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (Lamintang, 1997:184) sebagai berikut: 
1. harus ada perbuatan manusia; 
2. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) 
menyatakan bahwa. 
1. Kelakuan dan akibat. 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
4. Unsur melawan hukum yang objektif. 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
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Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2005:10) mengemukakan bahwa: Unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di 
luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat dan; 
3. Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang 
dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua 
macam (Tongat, 2006:4) yaitu: 
1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) 
yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” 
yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat 
disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di 
dalam Pasal 242, Pasal 263, Pasal 362 KUHP. Di dalam 
ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa 
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“perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah 
perbuatan mengambil. 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana 
materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” 
adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak 
dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana 
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, Pasal 338 KUHP. 
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif 
yang berupa “akibat“ yang dilarang dan diancam undang-
undang adalah akibat berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang 
berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh 
undag-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif 
yang berupa “keadaan” adalah tempat umum. 
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan 
bertaggung jawab). 
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b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah 
kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat 
dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri 
orang ituu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dank arena 
juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat menentukan kehendaknya terhdapa perbuatan yang 
ia lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap 
orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini 
adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu 
dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan 
terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5). 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai 
berikut : 
1. Unsur objektif, terdiri atas : 
a. Perbuatan orang; 
b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
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c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. 
2. Unsur subjektif, terdiri atas : 
a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) 
menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan 
rechtedelicten.Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang 
oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya 
sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan wetsdelicten.  
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. pengertian pidana 
Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat , 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, 
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dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana 
atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa 
tahap perencanaan sebagai berikut: 
1) Pemberiaan pidana oleh pembuat undang-undang;  
2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
 
2. teori-teori pemidanaan 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding). Teori ini dikenal pada 
akhir abad 18 yang mempuyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, 
Hegel, Herbart, Sthal, dan Leo Polak. 
Menurut Sthal mengemukakan bahwa : 
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil 
Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan 
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melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidna terhadap pelanggarnya”. 
 
 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari 
pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana 
itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya, 
terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban 
masyarakat (dehandhaving der maatshappeljikeorde). 
Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang 
merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan 
prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan 
melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku 
terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada 
pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat 
berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. 
Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk 
mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan 
tindak pidana. 
Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah 
seperti yang ditulis oleh Lamintang (Lamintang, 1997 : 112) sebagai 
berikut: 
1) Teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk 
membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka 
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tida melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelangaran 
terhadap kaedah-kaedah hukum pidana. 
2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah 
diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman 
hukuman itu harus-harus dapat mencegah niat orang untuk 
melakukan tindak pidana, dalam arti sempit apabila bahwa 
orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi 
pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka 
untuk melakukan kejahatan. 
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, 
muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya undur 
pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga. 
 
c. Teori Gabungan (verenigingstheorien) 
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, 
muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya undur 
pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui 
pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada 
tiap pidana. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan 
pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan 
pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi 
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seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut 
oleh Pompe (Andi Hamzah, 2010 : 83) yang menyatakan: 
“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, 
pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada 
ciri-ciri ny, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah 
suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-
sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.” 
Van Bemmelan pun menganut teori gabungan menyatakan : 
“Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan 
memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan 
mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam 
kehidupan masyarakat.  
 
 
3. Jenis-jenis pidana  
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang di 
atur dalam Pasal 10 KUHPidana yakni : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara: 
c. Pidana kurungan; dan 
d. Pidana denda. 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu; dan 
c. Pengumuman putusan hakim. 
Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana 
tersebut adalah di dasarkan pada berat ringannya pidana yang di aturnya, 
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yang berat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaaan pidana 
tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan 
biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini 
terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam 
ketentuan Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHPidana menjadi 
bersifat imperatif dan keharusan. 
Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
a. Pidana tambahannya hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu 
terhadap anak-anak yang di serahkan kepada pemerintah. 
(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok 
melainkan pada tindakan). 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana 
tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun 
tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana 
tersebut dalam ketentuan Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 
KUHPidana menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan 
suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari 
putusan hakim dijalankan. 
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Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di 
atas adalah sebagai berikut: 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHPidana yaitu: 
“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher 
terpidana kemudian menjtuhkan papan tempat terpidana berdiri.” 
b. Pidana Penjara 
Menurut Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012:110), menegaskan bahwa 
“Pidana penjara merupakan bentuk pidna yang berupa kehilangan 
kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu 
bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 
pengasingan. 
Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua 
puluh tahun). 
Sedangkan P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012:110) menyatakan bahwa : 
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga 
Permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati 
semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peaturan tersebut”. 
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c. Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 
keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 
kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana 
dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga 
permasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih rigan dibandingkan dengan 
pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHPidana, bahwa 
berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 
KUHPidana yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. 
Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari 
dan paling lama satu tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 
KUHPidana, bahwa : 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 
Pidana kurungan sekali-sekali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan.” 
 
d. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan pidana tertua bahkan lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 
kewajuban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia 
melakukan sutau perbuatan yang dpat dipidana. 
Menurut P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012:114) bahwa: 
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“Pidana denda dapat dijupai dalam buku I dan buku II KUHPidana 
yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
elnggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-baik 
satu-satunya pidan pokok maupun secara alternatif dengan pidana 
penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut 
secara bersama- sama. 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 
pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar 
oleh orang atas nama terpidana”. 
 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijaruhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 
tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 
bersifat fakulatif artinya dapat menjatuhkan tetapi tidaklah khusus. 
a. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHPidana, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 
1) Hak memegang jabatan pada umumya atau jabatan yang 
tertentu; 
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum 
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 
pengadila, hak menjadi wali , wali pengawas , pengampu atau 
pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri; 
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5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) 
KUHPidana mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan 
hak sebagai berikut : 
1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 
2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. 
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua 
tahun dan paling banyak lima tahun. 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat 
dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang 
pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 
penguasa lain untuk pemecatan itu. 
b. Perampasan Barang-barang Tertentu 
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana 
harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan 
mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 
KUHPidana yaitu: 
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1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas; 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang 
telah ditentukan dalam undang-undang; 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita. 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak 
dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama 
enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang 
yang dirampas diserahkan. 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHPidana 
yang mengatur bahwa: 
“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
laiinnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dala hal-hal yang ditentukan 
undang-undang” 
 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 
terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian 
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busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya 
dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-
pasal tindak pidana tertentu. 
Di dalam KUHPidana hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja 
yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-
kejahatan: 
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 
2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang 
yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau 
karena alpa. 
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain 
luka atau mati. 
4) Penggelapan. 
5) Penipuan. 
6) Tindakan merugikan pemiutang. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Lalu lintas 
1. Pengertian lalu lintas  
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai 
gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang 
dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang 
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diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang 
berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada 
empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan 
pejalan kaki. 
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, 
nyaman dan efisien melalui menajemen lalu lintas dan rekayasa lalu 
lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan 
perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, 
lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. 
 
2. Kecelakaan Lalu lintas 
Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan 
yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau 
kerugian harta benda.  
Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut : 
1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas : 
a. Kecelakaan lalu lintas ringan; 
b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau 
c. Kecelakaan lalu lintas berat. 
29 
2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka 
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia atau luka berat. 
5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian 
pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan 
jalan dan/atau lingkungan. 
 
3. Kendaraan Bermotor 
Sebuah kendaraan yang disebut mobil adalah merupakan 
kendaraan beroda empat atau lebih yang terdapat mesin penggerak 
sendiri (self propelled vehicle) dengan pengoperasian oleh seorang supir. 
Untuk kendaraan roda kurang dari empat tidak disebut mobil, biasanya 
Cuma disebut kendaraan roda tiga (bajaj, bemo) atau kendaraan roda dua 
saja. Mobil banyak jenisnya mulai dari sedan, van, truk, bus, dll. 
Mobil (kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani 
“autos‟ (sendiri) dan Latin “movere‟ (bergerak) adalah kendaraan beroda 
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emapat yang membawa mesin sendiri. Kendaraan bermotor roda empat 
adalah kendaraan penunmpang dengan kapasitas tempat duduk sampai 
dengan 10 orang.  
 
D. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Luka Berat 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan 
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang 
menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI 
Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut : 
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.  
 
Terdapat pula dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau enda paling banyak 
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 
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229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 
(lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
2.  Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan Luka berat : 
Dirumuskan dalam Pasal 310 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan unsur-unsur dari 
rumusan Pasal 310 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yaitu: 
a. Unsur ‘Setiap Orang’  
 
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk 
kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan 
untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In 
Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan 
lengkap dalam Dakwaan. 
b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena 
kelalaiannnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;  
Bahwa dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari 
Kelalaian (Culpa), namun pengertian Culpa tersebut dapat diketahui dari 
ilmu pengetahuan hukum pidana dimana menjelaskan inti, sifat-sifat, atau 
ciri- cirinya adalah :  
a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang nyata salah karena 
menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya ia 
menggunakan ingatannya dengan sebaik-baiknya, tetapi ia 
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tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu 
tindakan (aktif atau passif) dengan kurang kewaspadaan yang 
diperlukan (dikenal dengan istilah Culpa latah).  
b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi 
merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan 
terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang 
akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak 
diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena 
bersifat melawan hukum.  
 
c. Unsur menyebabkan orang lain mengalami luka berat 
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau Kelalaiannya 
menyebabkan orang mengalami luka berat, maka terhadap unsur ini 
adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan 
akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak 
dalam delik ini adalah akibat. 
Kalimat “lukaberat” dijelaskan dalam pasal 90 KUHP yang diartikan 
sebagai berikut :  
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya 
maut 
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas 
jabatan atau pekerjaan pencarian 
3. Kehilangan salah satu pancaindra 
4. Mendapat cacat berat (verminking) 
5. Menderita sakit lumpuh 
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu 
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan 
E. Putusan 
1. Pengertian Putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan 
pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak 
diperkenankan main hakim sendiri.  
Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan 
pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam UU 
ini.” 
2. Jenis-jenis putusan  
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu :  
a. Putusan yang bukan putusan akhir  
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni:  
Dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa 
dan/atau penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi 
terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Pada hakekatnya putusan yang 
bukan putusan akhir dapat berupa :  
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1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan 
kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.  
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal 
demi hukum. Karena tidak memenhi ketentuan Pasal 143 ayat 
(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.  
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkanmateri hukum perkara tersebut 
telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya. 
b. Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” 
dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi 
apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas 
pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat 
berupa : 
1) Putusan bebas 
Aturan hukum putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP yaitu : 
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Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak 
terbuti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud: 
Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas 
dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan 
hukum pidana ini. 
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur 
dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu: 
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 
Apabila dikonsulsikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik 
pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari 
segala tuntutan terjadi jika : 
 
1) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan 
yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak 
pidana  
2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.  
3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan 
oleh kuasa yang berhak untuk itu.  
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c. Putusan pemidanaan  
 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 
193 ayat (1) KUHAP yaitu: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka 
pengadilan menjatuhka pidana”. 
 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-
mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan 
pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang 
ada dalam persidangan. 
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu 
putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil 
oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 
Rancangan KUHPidana Tahun 1999-2000 antara lain:  
Kesalahan pembuat tindak pidana , motif dan tujuan melakukan 
tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu 
hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan 
KUHPidana baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126.  
Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula 
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pasal dijadikan dasar untuk mengadili . Berdasarkan Pasal 25 tersebut , 
maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai suatu 
alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang 
dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar 
suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.  
Pasal 51 dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
yang baru bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh 
hakimdalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan 
tujuan melakuka tindak pidana dan lain-lainnya.  
Menurut Ledeng Marpaung (1992:406) putusan adalah:  
“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau 
lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. 
Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari 
penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan 
hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalm 
penggunaan istlah-istilah”.  
Mengenai putusan yang dipterjemahkan dari vonis adalah hasil dari 
pemriksaaan perkara disidang pengadila seperti interlocutoire yaitu 
keputusan antara atau keputusan sela. Preparatoire yaitu keputusan 
pendahuluan atau keputusan persiapan.  
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Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian 
bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan 
kekuasaan negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. 
Kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering 
menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam 
pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim 
di Indonesia tidak terikat dalam Yurisprudensi.  
Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah 
sebagai berikut :  
1. Pertimbangan Sosiologis  
Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHPidana Nasional Tahun 1999-
2000, menetukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan : 
1. Kesalahan terdakwa  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana  
3. Cara melakukan tindak pidana  
4. Sikap batin membuat tindak pidana  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku  
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana  
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga.  
 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu 
pengetahuan tentang sosiologi, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain 
alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat pula alasan-alasan subyek 
pelaku yang merupakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan.  
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2. Pertimbangan Alasan Pengeculian, Pengurangan dan 
Penambahan Pidana  
Hakim dalam menjatuhkan putusan sebelumnya harus 
mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, alasan pengurangan, 
dan penambahan pidana.  
a. Alasan Pengecualian Pidana  
Pasal 48, Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh 
daya paksa, tidak dipidana.  
Pasal 49 (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, 
karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat 
padasaat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang 
hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.  
Pasal 50, Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang, tidak dipidana.  
Pasal 51, (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak 
menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan 
itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan 
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.  
40 
b. Alasan Pengurangan Pidana  
Pasal 53 (1) mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk 
itu telah ternyata dari adanya perrmulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena 
kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, 
dalam hal percoabaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kjahatan diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi 
percobaan sama dengan kejahatan selesai.  
Pasal 56, Dipidana sebagai pembantu kejahatan: (1) mereka yang 
sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. (2) 
Merekayang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan.  
c. Alasan Penambahan Pidana  
Pasal 52, Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada 
waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya 
dapat ditambah sepertiga.  
Pasal 52a, bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Repukblik Indonesia, pidana untuk kejahatan 
tersebut ditambah sepertiga. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului denga suatu penelitian awal. 
Maka itu penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data 
yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, 
penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta 
di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
B. Jenis dan sumber Data  
Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan ke dalam 
dua jenis data yaitu :  
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait 
sehubungan dengan penulisan proposal ini, pada lokasi penelitian.  
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
baik berasal dari artikel-artikel serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip 
yang diberikan oleh pihak yang terkait.  
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut :  
1. Penelitian Lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui 
wawancara langsung dengan Hakim dalam hal ini Sigit Triatmojo, SH 
selaku Ketua Majelis dari Putusan yang diteliti dan pihak – pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti.  
2. Penelitian Kepustakaan (library research) yakni penelitian yang 
dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literature 
yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.  
D. Metode Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif, 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Sanksi Oleh Majelis Hakim Atas Delik Kelalaian 
Yang Menyebabkan Seseorang Luka Berat Terhadap 
Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara 
No.342/Pid.Sus/2015/PN.SGM 
1. Posisi Kasus 
Bahwa terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE, pada hari Rabu 
tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 19.10 wita atau setidaknya pada waktu-
waktulain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Kp. 
Ciniayo DesaPanyangkalang Kecamatan Bajeng Kab Gowa atau 
setidaknya pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan NegeriSungguminasa yang berwenang memeriksa dan 
mengadili perkaranya,mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkanKecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
berat, yang dilakukan terdakwadengan cara-cara sebagai berikut: 
Bahwa berawal saat terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE yang 
mengemudikan / mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi 
DD.6248 NT dari rumahnya menuju arah Timur ke Barat di jalan umum 
Kp. CiniayoDesa Panyangkalang Kecamatan Bajeng Kab Gowa dalam 
keadaan kencangatau sekitar 40-50 km / jam dengan kondisi jalan sepi 
dimalam hari dan bandepan dan ban belakang sepeda motornya dalam 
keadaan gundul atau tidak layak pakai, dan terdakwa juga tidak 
menggunakan helm pengaman serta keduakaca spionnya dalam keadaan 
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tidak ada atau tidak terpasang saatmengemudikan / mengendarai sepeda 
motornya tersebut – 
Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang mengemudikan 
sepedamotornya kurang lebih sekitar 200 meter kearah barat, terdakwa 
yangmengendarai sepeda motornya kurang hati- hati atau lalai dengan 
tidakmembunyikan klakson motornya maupun tanda isyarat lainnya, serta 
hanyamenyalakan lampu kecilnya atau jarak dekatnya pada hal saat itu 
sudah gelap /sudah malam, dan terdakwa juga tidak dapat menghentikan 
atau mengendalikanlaju sepeda motornya yang kencang dan langsung 
menabrak atau menyerempetseorang pejalan kaki atas nama Shalsabila 
yang sementara menyebrang jalandari arah Selatan ke Utara dan 
mengenai paha kanannya, sehingga korban per.Shalsabila terjatuh keluar 
bahu kanan jalan sedangkan terdakwa dan sepedamotornya juga terjatuh 
dan terseret kedepan sekitar 10 meter, setelah itu korbanShalsabila 
kemudian diangkat oleh orang tuanya kebalai- balai disekitar TKPtersebut, 
dan kemudian selanjutnya dibawa ke rumah Sakit Thalia Irham 
untukdilakukan perawatan. 
Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban an. 
Shalsabila,menderita luka berat yang mengakibatkan korban jatuh sakit 
dan tidak adaharapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya 
maut atau menderitacacat berat atau mengakibatkan luka yang dialami 
korban membutuhkanperawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga ) puluh 
hari, sesuai Visum EtRepertum dari Rumah Sakit Umum Thalia Irham No. 
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006/RSUTI-ADM/IX/2015tanggal 16 September 2015 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr. Renadia,dokter pada Rumah Sakit Umum Thalia 
Irham dengan kesimpulan : Telahdiperiksa seorang korban perempuan 
tiga tahun, datang dalam keadan sadar.Pada Pemeriksaan luar tampak 
bengkak pada dahi, tampak bengkak dan patahtertutup pada paha kanan, 
sesuai dengan perlukaan benda tumpul dandiklasifikasi kedalam Luka 
Berat. Kemudian berdasarkan Surat KeteranganKedokteran dari Rumah 
Sakit TK.II 07.05.01 PELAMONIA Nomor: SKK/62/X/2015 tanggal 20 
Oktober 2015 diuraikan luka yang dialami korban atas namaShalsabila, 
umur 3 tahun yakni : terdapat perbedaan panjang paha kiri dan 
pahakanan. Dimana panjang paha kanan terdapat dua centimeter lebih 
pendekakibat patah tulang paha kanan. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalamPasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana karena 
kelalaiannya menyebabkan seseorang menderita luka berat dilakukan 
oleh Terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE yang dibacakan pada 
persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang 
pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE, pada hari Rabu 
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tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 19.10 wita atau setidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Umum 
Kp. Ciniayo Desa Panyangkalang Kecamatan Bajeng Kab Gowa atau 
setidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan 
korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
Bahwa berawal saat terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE yang 
mengemudikan / mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi 
DD. 6248 NT dari rumahnya menuju arah Timur ke Barat di jalan umum 
Kp. Ciniayo Desa Panyangkalang Kecamatan Bajeng Kab Gowa dalam 
keadaan kencang atau sekitar 40-50 km / jam dengan kondisi jalan sepi 
dimalam hari dan ban depan dan ban belakang sepeda motornya dalam 
keadaan gundul atau tidak layak pakai, dan terdakwa juga tidak 
menggunakan helm pengaman serta kedua kaca spionnya dalam 
keadaan tidak ada atau tidak terpasang saat mengemudikan / 
mengendarai sepeda motornya tersebut – 
Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang mengemudikan 
sepeda motornya kurang lebih sekitar 200 meter kearah barat, terdakwa 
yang mengendarai sepeda motornya kurang hati- hati atau lalai dengan 
tidak membunyikan klakson motornya maupun tanda isyarat lainnya, serta 
hanya menyalakan lampu kecilnya atau jarak dekatnya pada hal saat itu 
sudah gelap / sudah malam, dan terdakwa juga tidak dapat menghentikan 
atau mengendalikan laju sepeda motornya yang kencang dan langsung 
menabrak atau menyerempet seorang pejalan kaki atas nama Shalsabila 
yang sementara menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara dan 
mengenai paha kanannya, sehingga korban per. Shalsabila terjatuh keluar 
bahu kanan jalan sedangkan terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh 
dan terseret kedepan sekitar 10 meter, setelah itu korban Shalsabila 
kemudian diangkat oleh orang tuanya kebalai- balai disekitar TKP 
tersebut, dan kemudian selanjutnya dibawa ke rumah Sakit Thalia Irham 
untuk dilakukan perawatan. 
Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban an. 
Shalsabila, menderita luka berat yang mengakibatkan korban jatuh sakit 
dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya 
maut atau menderita cacat berat atau mengakibatkan luka yang dialami 
korban membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga ) puluh 
hari, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Thalia Irham No. 
006/RSUTI-ADM/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr. Renadia, dokter pada Rumah Sakit Umum Thalia 
Irham dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan 
tiga tahun, datang dalam keadan sadar. Pada Pemeriksaan luar tampak 
bengkak pada dahi, tampak bengkak dan patah tertutup pada paha kanan, 
sesuai dengan perlukaan benda tumpul dan diklasifikasi kedalam Luka 
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Berat. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran dari Rumah 
Sakit TK.II 07.05.01 PELAMONIA Nomor: SKK/62/X/2015 tanggal 20 
Oktober 2015 diuraikan luka yang dialami korban atas nama Shalsabila, 
umur 3 tahun yakni : terdapat perbedaan panjang paha kiri dan paha 
kanan. Dimana panjang paha kanan terdapat dua centimeter lebih pendek 
akibat patah tulang paha kanan. 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, 
penuntutumum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta 
barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu: 
a. Keterangan Saksi-saksi : 
1. Shalsabila tidak disumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagaiberikut: 
• Bahwa Anak korban dihadirkan disidang terkait masalah 
kecelakaanlalu-lintas; 
• Bahwa kecelakaan tersebut terjadi waktunya Saksi sudah 
lupa ; 
• Bahwa pada waktu itu Anak Korban bersama-sama 
Bapak sedangmenemani bakar sampah di pinggir jalan 
depan rumah sambil ambildaun pisang; 
• Bahwa pada waktu kejadian suasana sudah gelap 
karena kejadiannyamalam; 
• Bahwa yang dirasakan Anak korban atas kecelakaan 
lalu-lintas iniadalah saksi mengalami sakit pada bagian 
paha, dan kaki pajangsebelah. 
• Bahwa Anak korban bisa jalan tetapi belum bisa jalan 
normal kerenasakit bagian paha dan kaki saksi panjang 
sebelah; 
• Bahwa Anak korban tidak rawat inap Cuma di kasi obat 
merah padaluka lecet ; 
• Terhadap keterangan saksi Anak , Terdakwa 
memberikan pendapattidak menolak dan membenarkan 
keterangan Saksi Anak tersebut ; 
 
2. Suardi Dg Sua, disumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagaiberikut: 
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• Bahwa Saksi diajukan ke persidangan terkait masalah 
kecelakaan lalu-lintas; 
• Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 
sekitar pukul19.30 wita.tepatnya di Kp. Ciniayo, Desa 
Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 
• Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi yang 
bernamaShalsabila 
• Bahwa saat itu Saksi sedang mengambil daung pisang 
ditemaniolehanak Saksi 
• Bahwa pada waktu kejadian Saksi mendengar ada bunyi 
suara benturan keras sepeda motor terjatuh. 
• Bahwa pada saat itu Saksi lansung cari anak Saksi dan 
ditemukan di semak-semak sedang tergeletak di pinggir 
jalan sedang menangis, kemudian Saksi bawah kebalai-
balai tidak jauh dari tempat kejadian dan selanjutnya 
Saksi bawah kerumah kemudian di langsung ke rumah 
sakit THALIA HIRHAM. 
• Bahwa pada saat ditemukan disemak-semak yang Saksi 
lihat korban dalam keadaan sadar, tetapi ada luka lecet 
pada bagian kaki. 
• Bahwa korban tidak dirawat inap di rumah sakit tetapi 
hanya di beri obat Bethadine. 
• Bahwa ada pengobatan lain yaitu saksi bawa ke tukang 
urut tetapi tambah sakit, lalu Saksi bawah lagi ke Dr. 
special tulang, dan disarankan untuk di Operasi pada 
umur diatas 5 Tahun, karena hasil Rontgen kata Dokter 
bahwa Tulang paha korban ada pergeseran. 
• Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa di TKP dan 
melihat ada luka lecet pada Terdakwa kemudian saksi 
mendekati Terdakwa dan menyuruh meninggalkan 
tempat. 
• Bahwa selama ini orang tua Terdakwa maupun Terdakwa 
tidak perna minta perdamaian dan tidak pernah juga 
minta maaf. Orang tua terdakwa memang pernah datang 
kerumah tetapi hanya datang mengeluh kalau ongkosnya 
lebih banyak keluar. 
• Bahwa diperkirakan kecepatan motor Ninja yang di 
kendarai Terdakwa sekitar 60 Km/Jam. 
• Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan 
pendapat menolak sebagian keterangan Saksi ; 
 
3. Ramli Dg Tayang, diambil sumpah pada pokoknya memberikan 
keterangansebagai berikut : 
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• Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait 
masalahkecelakaanlalu-lintas; 
• Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 
sekitar pukul 19.30 wita.tepatnya di Kp. Ciniayo, Desa 
Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kab. Gowa. 
• Bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak bernama 
SALZABILA 
• Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada didalam rumah 
tiba-tiba mendengar ada bunyi suara benturan keras 
sepeda motor terjatuh. 
• Bahwa saat itu saksi lansung menuju tempat kejadian 
dan setelah itu Saksi melihat korban di pinggir jalan lalu 
digendong olah mamanya dan bawa ke depan kerumah 
tetangga, kemudian korban di bawah lagi ke rumahnya 
• Bahwa kedaan korban waktu di temukan sedang 
tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sadar. 
• Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian 
perkara kurang lebih 30 m. 
• Bahwa yang Saksi ketahui akibat kecelakaan lalu-lintas 
yang dialami korban ada luka pada bagian paha. 
• Bahwa Saksi sempat melihat terdakwa di tempat kejadian 
dan melihat ada juga luka lecet pada Terdakwa 
kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan menyuruh 
meninggalkan tempat. 
• Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat Terdakwa 
minta maaf kepada orang tua korban 
• Bahwa pada waktu saksi tiba di lokasi kejadian ada 
bekas ban tetapi Saksi tidak tahu apakah itu bekas rem 
• Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan 
pendapat benar keterangan Saksi ; 
 
4.Kamariah, diambil sumpah pada pokoknya memberikan 
keterangan sebagaiberikut : 
• Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait 
masalah kecelakaan lalu-lintas; 
• Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 
sekitar pukul  19.30 wita.tepatnya di Kp. Ciniayo, Desa 
Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kab. Gowa. 
• Bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak bernama 
Shalsabilla dan Saksi adalah Ibu kandung dari Shalsabila 
• Bahwa pada waktu kejadian suasana sudah gelap 
karena kejadiannya malam hari tetapi depan rumah ada 
lampu penerangan jalan. 
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• Bahwa pada waktu itu Saksi berada di rumah tiba-tiba 
Saksi mendengar suara suami Saksi yang berteriak 
sehingga saksi langsung keluar depan rumah; 
• Bahwa pada waktu kejadian Saksi mendengar ada bunyi 
suara benturan keras sepeda motor terjatuh dan saat itu 
Saksi lansung keluar rumah karena Saksi dengar 
suaminya berteriak ternyata anak Saksi yang ditabrak, 
lalu Saksi mencari anak Saksi dan ditemukan di semak-
semak sedang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan 
pingsan 
• Bahwa selanjutnya Saksi bersama suami Saksi 
membawa korban kebalai-balai tidak jauh dari lokasi 
kejadian setelah itu Saksi bawa kerumah kemudian 
langsung dibawa ke rumah sakit. 
• Bahwa pada saat disemak-semak yang saksi lihat korban 
dalam keadaan tidak sadar, tetapi saksi liat ada luka 
bengkak pada bagian paha serta luka lecet pada badan 
korban ; 
• Bahwa saat di rumah sakit korban tidak dirawat inap di 
rumah sakit tetapi  hanya di beri obat Bethadine. 
• Bahwa selain di rumah sakit, Saksi membawa korban ke 
tukang urut tetapi tambah sakit, lalu saksi bawah lagi ke 
Dr. special Tulang, dan disarankan untuk di Operasi pada 
umur diatas 5 Tahun, karena hasil Rontgen kata Dokter 
bahwa Tulang paha korban ada pergeseran. 
• Bahwa saat kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa di 
lokasi kejadian sedang berdiri, di sekitar motor yang di 
kendarai Terdakwa. 
• Bahwa selama ini orang tua Terdakwa maupun Terdakwa 
tidak pernah minta perdamaian dan tidak pernah juga 
minta maaf. Orang tua Terdakwa memang pernah datang 
kerumah tetapi hanya dating mengeluh kalau ongkosnya 
lebih banyak keluar. 
• Bahwa menurut Dokter anak tersebut dapat di operasi 
tetapi butuh waktu setelah korban berumur 5 Tahun 
keatas. 
• Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan 
pendapat menolak sebagian keterangan Saksi ; 
 
b. Alat Bukti Surat : 
Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 
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• Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Thalia Irham No. 
006/RSUTI-ADM/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang dibuat 
dan ditanda tangani oleh dr. Renadia 
 
c. Petunjuk : 
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud 
dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainya maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu 
tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa 
petunjuk hanya diperoleh dari:  
- Keterangan saksi-saksi  
- Surat  
- Keterangan Terdakwa  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di dapat 
suatu petunjuk bahwa terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE telah 
menabrak korban pada saat korban sedang menyebrang jalan sehingga 
korban yakni SHALSABILA, menderita luka yang mengakibatkan korban 
Shalsabila menderita sakitsebagaimana Visum Et Repertum yang 
terlampir dalam berkas perkara. 
 
d. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE dalam persidangan pada 
pokoknya menerangkan : 
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• Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait 
masalah masalahkecelakaan lalu-lintas; 
• Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 
sekitar pukul19.30 wita.tepatnya di Kp. Ciniayo, Desa 
Panyangkalang, KecamatanBajeng, Kabupaten Gowa. 
• Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah di kampong 
Ciniayo, DesaPanyangkalang, yaitu dari arah Timur ke 
barat dengan mengendaraisepeda motor Kawasiki Ninja 
warna merah milik Terdakwa, tiba-tibaada anak-anak 
kecil dari arah selatan ke utara menyebrang jalan 
dansekitar kurang lebih 1½ meter baru Terdakwa melihat 
anak keciltersebut sehingga Terdakwa saat itu langsung 
kaget. 
• Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian 
kecelakaanlalu-intas di antarai ada 5 (lima) buah rumah 
jadi kira-kira ± 200 meterdari rumah Terdakwa. 
• Bahwa sekitar kurang lebih ½ meter baru Terdakwa 
melihat tiba-tibaadaanak kecil menyebrang jalan seketika 
itu pula Terdakwa langsungmengerem cakram motor 
Terdakwa,tetapi tetap korban di serempetoleh motor 
Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa jatuh terpelanting 
sekitar sekitar ± 10 Meter. 
• Bahwa diperkirakan kecepatan motor Ninja yang di 
kendarai Terdakwa sekitar 40-50 Km/Jam 
• Bahwa keadaan di jalan terang karena depan rumah ada 
penerangan lampu jalan. 
• Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak sempat lagi 
menolong korban karena Terdakwa dipukul oleh bapak 
korban. 
• Bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan korban pada waktu 
itu karena Terdakwa tidak liat lagi karena terlanjur banyak 
warga yang datang dan menyuruh Terdakwa 
meninggalkan tempat kejadian 
• Bahwa mengenai usaha perdamaian antara pihak korban 
dan pihak Terdakwa sebenarnya telah berkali-kali di 
upayakan namun pihak korban mau berdamai sepanjang 
ada uang biaya pengobatan sebesar Rp.80.000.000,- 
namun keluarga Terdakwa tidak mampu membayar uang 
sebesar itu, dan mengenai permohonan maaf dari 
keluarga kami dan terdakwa juga telah berulang-ulang 
kali dilakukan, bahkan orang tua terdakwa sendiri yang 
membawa korban untuk berobat kerumah sakit dan 
ketukang urut 
• Bahwa Terdakwa tidak tau alasan pihak korban tidak 
mau berdamai dengan pihak Terdakwa, tetapi Terdakwa 
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hanya menduga kalau pihak korban tidak mau berdamai 
karena masalah uang yang tidak terpenuhi. 
 
 
e. Barang Bukti 
Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan: 
 
1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol DD 6248 NT, 
2. STNK dan Sim C An. Kaisar Bin Anwar Dg Mille ; 
3. 1 (satu) lembar x-ray photo (photo rontgen korban An.     
   Shalsabila)  
 
Kesimpulan:  
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana 
yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan 
perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan 
putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut: 
 
1. Menyatakan Terdakwa Kaisar Bin Anwar Dg. Mille terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
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kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 
korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan sesuai Dakwaan Primer ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kaisar Bin Anwar Dg 
Mille oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang 
telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan ; 
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 
4. Menetapkan barang bukti : 
• 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol 
DD 6248 NT, STNK dan Sim C An. Kaisar 
dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara 
Kaisar Bin Anwar Dg Mille ; 
• 1 (satu) lembar x-ray photo (photo rontgen korban 
An. Shalsabila) tetap terlampir dalam berkas 
perkara ; 
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 
 
4. Pertimbangan Majelis Hakim 
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, terdakwa 
yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji 
terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah 
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perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ yang telah 
didakwakan tersebut:  
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 
310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut: 
1. Setiap Orang 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya    
    mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
3. Yang mengakibatkan luka berat ; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
 
Ad.1. Setiap Orang ; 
Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, kata Setiap Orang 
tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam 
ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari 
tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Setiap Orang 
di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat 
bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas 
segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah 
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menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas 
pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang 
yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Kaisar 
Bin Anwar Dg. Mille , dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta 
keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak 
diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang 
tersebut diatas ; 
 
Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; 
Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dalam 
dakwaan Penuntut Umum yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; 
Menimbang, bahwa kelalaian disini yaitu suatu perbuatan yang 
dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, 
artinya bahwa pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat 
karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. 
Penentuan kesalahan disini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat 
membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan tersebut, ia 
tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha - usaha untuk mencegah 
timbulnya suatu akibat. Sedangkan yang dimaksud mengemudi 
kendaraan bermotor, adalah pelaku haruslah orang yang mengemudikan 
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atau mengendalikan kendaraan bermotor dalam artian bahwa kendali atas 
kendaraan bermotor tersebut sepenuhnya ada pada si pelaku. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu 
telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 
sekitar pukul 19.30 wita di Kp. Ciniayo, Desa Panyangkalang, Kecamatan 
Bajeng, Kabupaten Gowa. Dimana sepeda motor merk Kawazaki Ninja 
yang dikendarai Terdakwa menabrak Saksi Anak yang bernama 
Shalsabila. Bahwa sebelum kejadian Saksi Anak bersama ayahnya yaitu 
Saksi Suardi Dg Sua sedang berada di seberang jalan depan rumahnya 
dengan maksud untuk mengambil daun pisang dan saat Saksi Suardi Dg 
Sua sedang mengambil daun pisang, Saksi sudah tidak memperhatikan 
lagi dimana anak Saksi berada, hingga kemudian ternyata Saksi Anak 
saat itu hendak menyebrang jalan. Bahwa pada saat bersamaan datang 
Terdakwa dari rumah di kampung Ciniayo, Desa Panyangkalang, yaitu 
dari arah Timur ke barat dengan mengendarai sepeda motor Kawasiki 
Ninja warna merah yang kemudian menabrak Anak Saksi yang sedang 
dalam posisi hendak menyebrang jalan, dan akibat tabrakan tersebut 
Saksi Anak terlempar hingga ke semak-semak sedangkan Terdakwa jatuh 
dari sepeda motor yang dikendarainya ;  
Bahwa pada saat mendengar ada suara tabrakan kemudian datang 
Saksi Kamariah yang merupakan ibu dari Saksi Anak untuk mencari Saksi 
Anak dan saat itu Saksi Kamariah menemukan Saksi Anak di semak-
semak dan kondisi Saksi Anak saat itu dalam keadaan sadar dan 
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selanjutnya dibawa ke rumahnya untuk kemudian dibawa kerumah sakit, 
akan tetapi saat di rumah sakit tidak diopname dan hanya dirawat jalan. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut 
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa 
mengendarai sepeda motornyanya tersebut, Terdakwa tidak 
memperhitungkan situasi jalan di depannya apalagi ternyata ban sepeda 
motor milik Terdakwa tersebut telah diganti dengan ban yang ukurannya 
lebih kecil dari ukuran semestinya. Bahwa sudah sepatutnya apabila 
Terdakwa memperhitungkan pada saat anak lewat dan Terdakwa dapat 
mengerem sepeda motor tersebut tepat waktu, maka Terdakwa dapat 
menghentikan sepeda motor tersebut sebelum menabrak Saksi Anak. 
Sebab berdasarkan fakta dengan memperhatikan kondisi ban sepeda 
motor milik Terdakwa yang sudah diganti ukurannya dengan ukuran yang 
lebih kecil dari aslinya, maka akan menjadi sulit bagi terdakwa apabila 
hendak melakukan pengereman disaat situasi yang mendadak. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan 
dengan Penjelasan unsur pasal ini, maka perbuatan Terdakwa dapat 
dikualifikasikan sebagai perbuatan karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas. Majelis Hakim menilai sebagaimana pertimbangan 
diatas bahwa ada jarak dimana terdakwa sempat memperhatikan kondisi 
jalan serta kondisi ban sepeda motor milik Terdakwa yang justru 
mempersulit Terdakwa untuk melakukan pengereman secara mendadak, 
sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 
59 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa. 
 
Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat luka disini 
yaitu bahwa akibat luka tersebut seseorang menjadi cacat atau pun 
menjadi tidak dapat bekerja lagi serta luka tersebut tidak dapat sembuh 
seperti sedia kala. Selain dari itu makna luka berat itu sendiri dapat dilihat 
dari tempat berada nya luka tersebut, misalkan di daerah vital. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada 
pokoknya bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi 
Anak mengalami luka pada bagian kaki. Bahwa dari keterangan orang tua 
anak dan serta foto rongent kaki anak tersebut dan Bahwa akibat tabrakan 
tersebut, Saksi Anak mengalami luka pada bagian kaki hingga 
mengakibatkan pergeseran tulang sejauh 2 Cm sebagaimana tergambar 
dalam hasil rongent dan hasil Surat Keterangan Kedokteran dari Rumah 
Sakit TK.II 07.05.01 PELAMONIA Nomor: SKK/62/X/2015 tanggal 20 
Oktober 2015 diuraikan luka yang dialami korban atas nama Shalsabila, 
umur 3 tahun yakni : Terdapat perbedaan panjang paha kiri dan paha 
kanan, dimana panjang paha kanan terdapat dua centimeter lebih pendek 
akibat patah tulang paha kanan.  
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Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim 
menyimpulkan jika luka pada kaki yang dialami oleh Anak tersebut telah 
dapat dikualifikasikan sebagai luka berat, sebab telah terjadi pergeseran 
tulang paha yang mengakibatkan terjadi perbedaan panjang paha kaki 
kanan dan kaki kiri dari Saksi Anak. Bahwa Saksi amariah selaku Ibu dari 
Saksi Anak pada pokoknya menerangkan jika anak tersebut dapat 
dilakukan tindakan operasi apabila Anak sudah berusia diatas 5 (lima ) 
tahun. 
Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam 
Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan adanya 
alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, 
maka dengan demikian Terdakwa haruslah dipidana untuk 
mempertangungjawabkan perbuatannya.  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan 
agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
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Bahwa terkait tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda 
motor Kawasaki Ninja No. Pol DD 6248 NT, STNK dan Sim C An. Kaisar, 
maka terhadap barang bukti tersebut harus pula dikembalikan kepada 
pemiliknya yaitu Kaisar Dg Mille, sedangkan terkait barang bukti berupa 1 
(satu) lembar x-ray photo (photo rontgen korban An. Shalsabila) harus 
pula dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan Terdakwa; 
Keadaan yang memberatkan:  
• Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan cacat pada diri korban 
Keadaan yang meringankan: 
• Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
• Terdakwa masih muda 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka 
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan 
lain yang bersangkutan;  
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5. Analisis Penulis 
Berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan dalam posisi kasus 
diatas diperolah petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kelalaian yang 
mengakibatkan luka berat pada kecelakaan lalu lintas. Dalam putusannya, 
majelis hakim menjatuhkan Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang No. 22 
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut hemat penulis, 
dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat 
berdasarkan tafsiran dari Undang – Undang tersebut. Adapun unsur – 
unsur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 
sebagai berikut :  
1. Setiap Orang 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya    
    mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
3. Yang mengakibatkan luka berat ; 
Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
Ad.1. Setiap Orang ; 
Bahwa unsur Setiap Orang, kata Setiap Orang tersebut 
menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua 
unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, 
maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana 
tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Setiap Orang di dalam 
hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat 
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bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas 
segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah 
menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas 
pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang 
yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Kaisar 
Bin Anwar Dg. Mille , dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta 
keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak 
diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang 
tersebut diatas. 
Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; 
Unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas.  Kelalaian disini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan 
merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, artinya 
bahwa pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena 
perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan 
kesalahan disini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat 
membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan tersebut, ia 
tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha - usaha untuk mencegah 
timbulnya suatu akibat. Sedangkan yang dimaksud mengemudi 
kendaraan bermotor, adalah pelaku haruslah orang yang mengemudikan 
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atau mengendalikan kendaraan bermotor dalam artian bahwa kendali atas 
kendaraan bermotor tersebut sepenuhnya ada pada si pelaku.  
Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat ; 
Adapun yang dimaksud dengan luka berat luka disini yaitu bahwa 
akibat luka tersebut seseorang menjadi cacat atau pun menjadi tidak 
dapat bekerja lagi serta luka tersebut tidak dapat sembuh seperti sedia 
kala. Selain dari itu makna luka berat itu sendiri dapat dilihat dari tempat 
berada nya luka tersebut, misalkan di daerah vital.  
 
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan 
Atas Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Menderita Luka 
Berat Pada Putusan No.342/Pid.Sus/2015/PN.SGM? 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim  
Perkara No. 342/Pid.Sus/2015/PN.SGM dalam hal ini 
terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan 
yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya dimana tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 
ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus 
dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut 
kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. 
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Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 
Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena   
     Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
3. Yang mengakibatkan luka berat ; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
 
Ad.1. Setiap Orang ; 
 
Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, kata Setiap Orang 
tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan 
dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku 
atau dader dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud 
dengan Setiap Orang di dalam hukum pidana adalah siapa saja, 
artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum 
serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 
Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 
lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis 
Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang 
dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Kaisar 
Bin Anwar Dg. Mille , dan dengan memperhatikan pula 
kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses 
pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa 
Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut diatas ; 
 
Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang  
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas ; 
 
Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua 
dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas ; 
Menimbang, bahwa kelalaian disini yaitu suatu perbuatan 
yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau 
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kurang waspada, artinya bahwa pelaku harus dapat 
membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang 
dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan 
disini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan 
akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan tersebut, ia tidak 
melakukan tindakan-tindakan atau usaha - usaha untuk 
mencegah timbulnya suatu akibat. Sedangkan yang dimaksud 
mengemudi kendaraan bermotor, adalah pelaku haruslah orang 
yang mengemudikan atau mengendalikan kendaraan bermotor 
dalam artian bahwa kendali atas kendaraan bermotor tersebut 
sepenuhnya ada pada si pelaku. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, 
yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 
15 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Kp. Ciniayo, Desa 
Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Dimana 
sepeda motor merk Kawazaki Ninja yang dikendarai Terdakwa 
menabrak Saksi Anak yang bernama Shalsabila. Bahwa sebelum 
kejadian Saksi Anak bersama ayahnya yaitu Saksi Suardi Dg Sua 
sedang berada di seberang jalan depan rumahnya dengan 
maksud untuk mengambil daun pisang dan saat Saksi Suardi Dg 
Sua sedang mengambil daun pisang, Saksi sudah tidak 
memperhatikan lagi dimana anak Saksi berada, hingga kemudian 
ternyata Saksi Anak saat itu hendak menyebrang jalan. Bahwa 
pada saat bersamaan datang Terdakwa dari rumah di kampung 
Ciniayo, Desa Panyangkalang, yaitu dari arah Timur ke barat 
dengan mengendarai sepeda motor Kawasiki Ninja warna merah 
yang kemudian menabrak Anak Saksi yang sedang dalam posisi 
hendak menyebrang jalan, dan akibat tabrakan tersebut Saksi 
Anak terlempar hingga ke semak-semak sedangkan Terdakwa 
jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya ;  
Bahwa pada saat mendengar ada suara tabrakan kemudian 
datang Saksi Kamariah yang merupakan ibu dari Saksi Anak 
untuk mencari Saksi Anak dan saat itu Saksi Kamariah 
menemukan Saksi Anak di semak-semak dan kondisi Saksi Anak 
saat itu dalam keadaan sadar dan selanjutnya dibawa ke 
rumahnya untuk kemudian dibawa kerumah sakit, akan tetapi 
saat di rumah sakit tidak diopname dan hanya dirawat jalan. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan 
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat 
Terdakwa mengendarai sepeda motornyanya tersebut, Terdakwa 
tidak memperhitungkan situasi jalan di depannya apalagi ternyata 
ban sepeda motor milik Terdakwa tersebut telah diganti dengan 
ban yang ukurannya lebih kecil dari ukuran semestinya. Bahwa 
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sudah sepatutnya apabila Terdakwa memperhitungkan pada saat 
anak lewat dan Terdakwa dapat mengerem sepeda motor 
tersebut tepat waktu, maka Terdakwa dapat menghentikan 
sepeda motor tersebut sebelum menabrak Saksi Anak. Sebab 
berdasarkan fakta dengan memperhatikan kondisi ban sepeda 
motor milik Terdakwa yang sudah diganti ukurannya dengan 
ukuran yang lebih kecil dari aslinya, maka akan menjadi sulit bagi 
terdakwa apabila hendak melakukan pengereman disaat situasi 
yang mendadak. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas 
dikaitkan dengan Penjelasan unsur pasal ini, maka perbuatan 
Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Majelis Hakim 
menilai sebagaimana pertimbangan diatas bahwa ada jarak 
dimana terdakwa sempat memperhatikan kondisi jalan serta 
kondisi ban sepeda motor milik Terdakwa yang justru mempersulit 
Terdakwa untuk melakukan pengereman secara mendadak, 
sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa. 
 
Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat ; 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat luka 
disini yaitu bahwa akibat luka tersebut seseorang menjadi cacat 
atau pun menjadi tidak dapat bekerja lagi serta luka tersebut tidak 
dapat sembuh seperti sedia kala. Selain dari itu makna luka berat 
itu sendiri dapat dilihat dari tempat berada nya luka tersebut, 
misalkan di daerah vital. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada 
pokoknya bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, 
Saksi Anak mengalami luka pada bagian kaki. Bahwa dari 
keterangan orang tua anak dan serta foto rongent kaki anak 
tersebut dan Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi Anak 
mengalami luka pada bagian kaki hingga mengakibatkan 
pergeseran tulang sejauh 2 Cm sebagaimana tergambar dalam 
hasil rongent dan hasil Surat Keterangan Kedokteran dari Rumah 
Sakit TK.II 07.05.01 PELAMONIA Nomor: SKK/62/X/2015 tanggal 
20 Oktober 2015 diuraikan luka yang dialami korban atas nama 
Shalsabila, umur 3 tahun yakni : Terdapat perbedaan panjang 
paha kiri dan paha kanan, dimana panjang paha kanan terdapat 
dua centimeter lebih pendek akibat patah tulang paha kanan.  
68 
Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim 
menyimpulkan jika luka pada kaki yang dialami oleh Anak 
tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai luka berat, sebab 
telah terjadi pergeseran tulang paha yang mengakibatkan terjadi 
perbedaan panjang paha kaki kanan dan kaki kiri dari Saksi Anak. 
Bahwa Saksi amariah selaku Ibu dari Saksi Anak pada pokoknya 
menerangkan jika anak tersebut dapat dilakukan tindakan operasi 
apabila Anak sudah berusia diatas 5 (lima ) tahun. 
Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam 
Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan 
adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan 
Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dipidana 
untuk mempertangungjawabkan perbuatannya.  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 
telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka 
masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 
maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan;  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
Bahwa terkait tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit 
sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol DD 6248 NT, STNK dan 
Sim C An. Kaisar, maka terhadap barang bukti tersebut harus 
pula dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kaisar Dg Mille, 
sedangkan terkait barang bukti berupa 1 (satu) lembar x-ray 
photo (photo rontgen korban An. Shalsabila) harus pula 
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; 
 
Keadaan yang memberatkan:  
 
• Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan cacat pada diri   
   korban  
 
Keadaan yang meringankan: 
 
• Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
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• Terdakwa masih muda 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana 
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan 
yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari 
pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal 
dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan 
didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk 
membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 
alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan 
keterangan terdakwa. Maka hakim mensinergikan dengan alat 
bukti kejadian.  
Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. 
 
Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus 
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mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan 
yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik 
alasan pemaaf dan alasan pembenar.  
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus 
perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain sesuai wawancara penulis terhadap hakim yang 
memutus perkara tersebut, Sigit Triatmojo SH (wawancara 
tanggal 14 Maret 2017) mengatakan bahwa dalam memutus 
perkara sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada 
saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian 
atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari 
tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa 
apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan ataukah 
banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum, 
dan bagaimana perilaku terdakwa dalam persidangan. Terdakwa 
dalam persidangan bersikap sopan dan membenarkan semua 
keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan 
dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulanginya 
kembali, terlebih lagi keadaan terdakwa yang berstatus 
seseorang yang tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya, 
hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus 
suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh 
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terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 9 
(Sembilan) Bulan. 
Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka majelis 
hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu 
juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan 
serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-
alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari 
tahanan. 
Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah 
putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang 
menyebabkan orang lain menderita luka berat sebagaimana 
dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas 
Perkara No.342/Pid.Sus/2015/PN.SGM. 
 
2. Amar Putusan 
MENGADILI : 
1. Menyatakan Terdakwa KAISAR BIN ANWAR DG MILE, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
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mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan berakibat luka berat 
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAISAR BIN ANWAR 
DG MILE oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) 
bulan ; 
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor 
Kawazaki Ninja No.Pol DD.6248 NT, STNK dan Sim C an. 
KAISAR, dikembalikan kepada Kaisar bin Anwar Dg Mile.1 (satu) 
lembar X – Ray Photo (Photo Rontgen korban An. Per. Salsabila), 
tetap terlampir dalam berkas perkara. 
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000 (dua ribu rupiah); 
 
3. Analisis Penulis 
Dalam wawancara tanggal 14 Maret 2017 bertempat di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dengan ketua Majelis Hakim Sigit Triatmojo 
SH, mengatakan bahwa dakwaan yang diterima oleh majelis hakim 
adalah dakwaan Primer yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
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 Selanjutnya, Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
memutus perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain sesuai wawancara penulis terhadap hakim yang 
memutus perkara tersebut, Sigit Triatmojo SH (wawancara 
tanggal 14 Maret 2017) mengatakan bahwa dalam memutus 
perkara sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada 
saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian 
atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari 
tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa 
apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan ataukah 
banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum, 
dan bagaimana perilaku terdakwa dalam persidangan. Terdakwa 
dalam persidangan bersikap sopan dan membenarkan semua 
keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan 
dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulanginya 
kembali, terlebih lagi keadaan terdakwa yang berstatus 
seseorang yang tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya, 
hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus 
suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh 
terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 9 
(Sembilan) Bulan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No. 
342/Pid.Sus/2015/PN.Sgm adalah sudah tepat karena mengacu pada 
surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
berdasarkan penerapan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi, 
penulis merasa kurang setuju dengan penjatuhan sanksi pidana 
penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya 
memberikan tuntutan penjara 1 tahun 6 bulan dari ancaman maksimal 
pidana penjara yaitu 5 tahun. 
2.  Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 
342/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Hakim menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap kelalaian yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan 
No.342/Pid.sus/2015/PN.Sungguminasa berdasarkan Pasal 310 ayat 
(3) Undang-Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat-alat bukti yang 
terungkap di dalam persidangan tersebut yang menambah keyakinan 
hakim maka melalui amar putusannya hakim menetapkan Terdakwa 
KAISAR BIN ANWAR DG MILE terbukti secara sah dan menyakinkan 
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bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan 
bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban menderita luka berat serta kerusakan kendaraan” dan 
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan juga dengan berdasar 
pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan:  
• Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan cacat pada diri korban 
Keadaan yang meringankan: 
• Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
• Terdakwa masih muda 
 
B. Saran  
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut :  
1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu 
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan 
seseorang yang melakukan tindak pidana.  
2.  Diperlukannya kebebasan hakim untuk memutuskan atau menjatuhkan 
sanksi pidana dengan melihat secara kasuistis. Berdasarkan bentuk 
tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana atau delik yang terkait.  
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Sumber Perundang-undangan 
 
Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana 
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan. 
